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Abstract

This research provides a better understanding of educational inequality and investigates how
Information and Communication Technology (ICT) and transport infrastructure affect the distri-
bution of educational resources. A panel data model was built to discuss the relationship between
ICT, transportation infrastructure, and educational inequality using data from 34 provinces in
Indonesia from 2015 to 2021. The results show that Indonesia’s education inequality has tended to
decrease over the last 7 years and is significantly influenced by telephone fixed cables, computers,
cell phones, the internet, and transportation infrastructure. Access to ICT infrastructure needs to
be improved, especially internet access and transportation infrastructure, to improve educational
accessibility so that it can reduce educational inequality.
Keywords: infrastructure; internet; educational inequality; cell phones; transportation

Abstrak
Penelitian ini berfokus pada ketimpangan pendidikan dan menyelidiki bagaimana Tek-
nologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta infrastruktur transportasi memengaruhi
distribusi sumber daya pendidikan. Model data panel dibangun untuk membahas hubung-
an antara TIK, infrastruktur transportasi, dan ketimpangan pendidikan menggunakan
data 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2021. Hasil empiris menunjukkan
bahwa ketimpangan pendidikan Indonesia memiliki kecenderungan menurun dalam
kurun waktu tujuh tahun terakhir dan dipengaruhi secara signifikan oleh telepon tetap
kabel, komputer, telepon seluler, internet, dan infrastruktur transportasi. Akses infra-
struktur TIK perlu ditingkatkan terutama akses internet serta infrastruktur transportasi
untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan sehingga dapat menurunkan ketimpangan
pendidikan.
Kata Kunci: infrastruktur; internet; ketimpangan pendidikan; telepon seluler; transportasi
Kode Klasifikasi JEL: I25, J12, J13
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1. Pendahuluan

Pendidikan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kemampuan
negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan
kapasitas sehingga tercipta pertumbuhan serta pembangunan berkelanjutan
(Todaro & Smith, 2011). Hal ini sejalan dengan tujuan keempat dari Sustainable
Development Goals (SDG’s), yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif
dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua
(UN, 2015). Oleh karena itu, mencapai kesetaraan dalam pendidikan merupakan
salah satu indikator penting yang memengaruhi pembangunan berkelanjutan
(Korkmaz et al., 2022).

Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan merupakan salah
satu tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar (UUD) 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pen-
didikan juga tercakup dalam salah satu agenda pembangunan nasional pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang me-
rupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005–2025. RPJMN 2020-2024 telah menetapkan pada poin ketiga dari
tujuh poin agenda, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas
dan berdaya saing.

Pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga
negara yang pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik
mungkin. Pemerintah telah mencanangkan berbagai upaya dalam mencapai
pendidikan yang merata dan berkualitas, salah satunya melalui program wajib
belajar. Mulai dari program wajib belajar 9 tahun yang ditetapkan pada tahun
1994, hingga pada saat ini pemerintah telah mencetuskan program wajib belajar
12 tahun melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendik-
bud) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.

Pencapaian pendidikan sebagai representasi hasil pendidikan mengukur
tingkat pendidikan yang telah diselesaikan seseorang dan pengembangannya
bergantung pada pemanfaatan investasi pendidikan yang efektif (Zhou et al.,
2019). Bagi banyak negara berkembang, perkembangan ekonomi regional masih
bergantung pada industri padat karya dan sumber daya manusia sangat penting
untuk mendukung kekuatan nasional. Dari perspektif modal manusia, literasi,
dan kemampuan angkatan kerja, terutama yang didorong oleh kualitas pendi-
dikan yang lebih baik, dan distribusi sumber daya pendidikan yang tidak merata
dapat menyebabkan ketimpangan regional dalam literasi dan kemampuan ang-
katan kerja.

Ketimpangan sumber daya pendidikan dapat secara langsung tercermin da-
lam ketimpangan pendidikan yang kemudian kelompok pendidikan tidak dapat
memperoleh kesempatan pendidikan yang sama (Ferreira & Gignoux, 2014).
Timbulnya ketimpangan pendidikan tidak hanya menjadi masalah di bidang
pendidikan, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi riil. Aksesibilitas
dan keterjangkauan sumber daya pendidikan telah berjuang untuk memenuhi
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persyaratan sosial, sehingga keadilan pendidikan tidak dapat dijamin.
Indikator dasar yang digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi se-

kolah berdasarkan jenjang pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK).
APK ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator pendidikan yang
terus dipantau pergerakannya untuk memenuhi target RPJMN. Indikator ini
menunjukkan seberapa besar keberhasilan program pembangunan pendidikan
yang dilaksanakan dalam rangka memperluas kesempatan penduduk untuk
mengenyam pendidikan.

Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai APK makin rendah seiring dengan ma-
kin tinggi jenjang pendidikan. APK pada jenjang SD/sederajat pada 2015–2021
bernilai lebih dari 100, berarti bahwa murid yang bersekolah di SD juga men-
cakup anak yang berusia di luar batas usia yang bersesuaian, yaitu 7–12 tahun.
Sebaliknya, APK pada jenjang SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi kurang dari 100,
menunjukkan bahwa masih banyak anak dengan usia sekolah jenjang SMP, SMA,
dan Perguruan Tinggi yang tidak mengikuti sekolah. Pada tahun 2021, masih
terdapat 15 persen anak dengan usia sekolah SMA yang tidak berpartisipasi
pada jenjang SMA/sederajat.

Gambar 1: Perkembangan APK Menurut Kelompok Umur di Indonesia Tahun
2015–2021

Sumber: BPS (2021), diolah

Dalam naskah RPJMN 2020–2024, APK jenjang Perguruan Tinggi (PT) menjadi
salah satu indikator dari agenda pembangunan, yaitu terpenuhinya layanan
dasar. Dalam kurun waktu tujuh tahun, APK PT hanya mampu mencapai 31,19
persen, yaitu meningkat sebesar 5,93 persen dari tahun 2015. Sementara target
RPJMN pada tahun 2024 mendatang, yakni sebesar 37,63 persen atau perlu
kenaikan sebesar 6,44 persen dalam sisa waktu tiga tahun.

Pemerintah juga menaruh perhatian terhadap masalah ketimpangan akses
pendidikan menengah dan tinggi antar status ekonomi. Gambar 2 menunjukkan
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bahwa kesenjangan nilai APK antar status ekonomi relatif lebih sempit pada
jenjang pendidikan SD dan SMP. Sementara itu, secara berturut-turut hanya
sebanyak 73,21 persen dan 13,46 persen penduduk pada kuintil pertama yang
berpartisipasi dalam jenjang pendidikan SMA/sederajat dan perguruan tinggi.
Kesenjangan akses pendidikan antara kuintil 1 dan 5 pada jenjang Perguruan
Tinggi (PT) lebih besar dibandingkan dengan jenjang pendidikan SMA/sederajat
karena nilainya jauh dari 1, yaitu sebesar 0,29.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai salah satu indikator pendidikan dalam
mendukung pembangunan berkelanjutan pada tahun 2021 hanya mencapai
angka 8,69. Angka tersebut masih sangat jauh untuk program wajib belajar 12
tahun, meskipun sudah direncanakan sejak tahun 2015. Menghadapi kesulitan-
kesulitan ini, ketimpangan pendidikan telah menjadi topik penting yang menjadi
perhatian regulator dan peneliti pemerintah, dan solusinya akan menjadi faktor
kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gambar 2: APK Menurut Jenjang Pendidikan dan Kuintil Pengeluaran Tahun 2021
Sumber: BPS (2021), diolah

Berbeda dengan model pendidikan tradisional, akses ke sumber daya pen-
didikan saat ini secara bertahap menghilangkan keterbatasan ruang (Zhou et
al., 2019). Pendidikan jarak jauh dapat memberikan lebih banyak kesempatan
pendidikan bagi masyarakat, tetapi hal ini bergantung pada perkembangan TIK.
Bourdieu (1990) mengatakan bahwa akses TIK akan lebih membantu individu
untuk mencapai pendidikan. Sementara, mereka perlu membayar untuk pene-
rapan teknologi ini. Mengingat keterjangkauan TIK tidak semua pelajar dapat
memanfaatkannya, yang memperbesar ketidaksetaraan antar pengguna dalam
memperoleh sumber daya pendidikan (Zhou et al., 2019).

Infrastruktur transportasi juga secara efektif memperpendek jarak antar wila-
yah yang berbeda dan mengurangi pembatasan geografis dalam distribusi sum-
ber daya pendidikan. Schaffer & Siegele (2009) mengatakan bahwa infrastruktur
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transportasi dapat meningkatkan kemampuan angkatan kerja dan meningkatkan
pencapaian pendidikan rata-rata. Pengembangan jaringan transportasi memper-
panjang jarak migrasi tenaga kerja, dan memperpendek jarak antara perkotaan
dan pedesaan. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang terpusat di Jawa
dan Indonesia bagian barat menimbulkan disparitas antar daerah di Indonesia,
terutama di Kawasan Indonesia Timur (Sibarani, 2002). Menghadapi hal tersebut,
pengembangan infrastruktur transportasi dapat mengubah distribusi sumber
daya manusia (Kartiasih, 2019a,b), dan memungkinkan lebih banyak tenaga kerja
untuk memperoleh kesempatan pendidikan, sehingga meningkatkan ketersedia-
an sumber daya pendidikan.

Penelitian ini memiliki dua kontribusi terhadap literatur. Pertama, studi
mengenai peran TIK dan infrastruktur transportasi belum pernah dilakukan
di Indonesia, dan studi ini merupakan studi yang pertama. Studi sebelumnya
dilakukan oleh Zhou et al. (2019) dengan lokus di Cina dan hanya menggunakan
ICT Development Index sebagai proksi variabel TIK. Kedua, penelitian ini mem-
pertimbangkan pengaruh semua aspek TIK terhadap ketimpangan pendidikan.
TIK direpresentasikan dengan cara yang lebih komprehensif dan terperinci de-
ngan menggunakan empat indikator, yaitu telepon tetap kabel, telepon seluler,
komputer, dan internet.

Zhou et al. (2019) menganalisis pengaruh pembangunan TIK terhadap ke-
timpangan pendidikan, menunjukkan bahwa hubungan positif antara TIK dan
ketimpangan pendidikan. Sementara Billon et al. (2021), Dreesen et al. (2020),
Favara et al. (2022), dan Korkmaz et al. (2022) menganalisis pengaruh ketimpang-
an pendidikan terhadap akses Iinternet di negara-negara berpenghasilan tinggi
dan menengah, dan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara
ketimpangan pendidikan dan akses Iinternet. Hasil yang tidak sejalan di antara
kedua penelitian tersebut menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan di
Indonesia. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia,
belum ada penelitian yang secara langsung mengeksplorasi hubungan antara
TIK dan ketimpangan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur
atau mengidentifikasi ketimpangan pendidikan di setiap provinsi di Indonesia,
menganalisis peran TIK dan infrastruktur transportasi di bidang Pendidikan,
serta mengeksplorasi ketimpangan pendidikan dari perspektif pengembangan
teknologi informasi dan infrastruktur transportasi. Menggabungkan fitur sumber
daya pendidikan dan peluang pendidikan, mengeksplorasi hubungan antara
TIK, infrastruktur transportasi, dan ketimpangan pendidikan, telah menjadi
elemen kunci untuk alokasi sumber daya pendidikan yang rasional serta dapat
mendorong transformasi industri, dan menjamin pembangunan ekonomi daerah
yang berkelanjutan.

Ketimpangan pendidikan adalah titik awal dari banyak penelitian dan mem-
berikan beberapa penjelasan untuk berbagai masalah ekonomi (Zhou et al., 2019).
Berdasarkan karakteristik ketimpangan pendidikan, beberapa penelitian yang
ada telah mengeksplorasi fitur mikro dan dampak makro dari masalah ini, serta
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membahas hubungan antara ketimpangan pendidikan dan topik ekonomi (Braga
et al., 2013; Ferreira & Gignoux, 2014; Picard & Wolff, 2010). Dalam hal fitur mikro
ketidaksetaraan pendidikan, karakteristik struktural dan karakteristik keluar-
ga dari kelompok pendidikan menjadi faktor penting dalam mempromosikan
distribusi sumber daya pendidikan yang tidak merata, dan studi ini telah ter-
konsentrasi pada perspektif individu (Ferreira & Gignoux, 2014; Mendoza, 2018).
Dari sisi dampak makro ketimpangan pendidikan, terdapat hubungan yang erat
antara sumber daya pendidikan dan kegiatan ekonomi, dan hubungan ini ber-
peran penting dalam perumusan kebijakan ekonomi dan kebijakan pendidikan
(Braga et al., 2013; Picard & Wolff, 2010).

Bagian dari proses mengintegrasikan negara-negara berkembang dengan
ekonomi global dan meningkatkan tingkat pembangunan mereka adalah akses
ke informasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan konsep
penting dalam bidang ilmu informasi dan mewakili perkembangan teknolo-
gi. Teknologi informasi memegang peranan penting dalam bidang pendidikan
(Zhou et al., 2019). Mengingat peran TIK dalam bidang pendidikan, peneliti
sering melakukan analisis teknologi informasi dari perspektif aplikasi. Angus et
al. (2004) membahas keuntungan dan kerugian TIK, menemukan bahwa keterse-
diaan informasi internet dapat memengaruhi distribusi sumber daya pendidikan
dan mengurangi keseriusan ketimpangan pendidikan. Tondeur et al. (2011) meng-
eksplorasi hubungan antara status sosial ekonomi dan TIK dari perspektif modal
budaya, menunjukkan bahwa pengguna dengan lebih banyak sumber daya sosi-
al akan lebih memperhatikan TIK, dan mendapatkan lebih banyak sumber daya
pendidikan.

Selama proses eksplorasi hubungan antara TIK dan ketimpangan pendidik-
an, Billon et al. (2018) menunjukkan bahwa ketidaksetaraan pendidikan dapat
memediasi hubungan antara penggunaan internet dan pembangunan ekonomi.
Namun, ketidaksetaraan di negara berkembang ini akan membatasi dampak
TIK. Perlu dicatat bahwa TIK sebagai dua mata pedang dapat memperlebar
kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan sehingga distribusi sumber
daya pendidikan yang seimbang sulit dicapai. Zhou et al. (2019) menganalisis
pengaruh pembangunan TIK terhadap ketimpangan pendidikan, menunjukkan
bahwa hubungan positif antara TIK dan ketimpangan pendidikan. Sementara
Korkmaz et al. (2022) menganalisis pengaruh ketimpangan pendidikan terhadap
akses internet di negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah, menyim-
pulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara ketimpangan pendidikan dan
akses internet.

Di sisi lain, infrastruktur transportasi juga merupakan faktor penting dalam
mendorong pembangunan ekonomi regional. Pengembangan jaringan transpor-
tasi dapat memperpendek jarak antar wilayah dan mengurangi pembatasan
geografis. Hannum & Wang (2006) menunjukkan bahwa beberapa faktor geogra-
fis dapat memengaruhi distribusi sumber daya pendidikan. Schaffer & Siegele
(2009) menganalisis hubungan antara infrastruktur transportasi dan modal manu-
sia, mereka menemukan bahwa infrastruktur transportasi dapat meningkatkan
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kemampuan angkatan kerja dan meningkatkan pencapaian pendidikan rata-rata.
Zhou et al. (2019) menganalisis pengaruh infrastruktur transportasi terhadap
ketimpangan pendidikan di Cina. Hasil analisis menunjukkan bahwa infrastruk-
tur transportasi akan memberikan lebih banyak kesempatan pendidikan bagi
kelompok sosial sambil mengurangi ketimpangan yang meningkat di bidang
pendidikan.

Hubungan antara ketimpangan pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor sosial
menjadi topik hangat yang diperhatikan oleh para peneliti di berbagai bidang.
Rodríguez-Pose & Tselios (2010) mengeksplorasi hubungan antara ketimpangan
pendidikan dan pertumbuhan ekonomi untuk menunjukkan bahwa ketimpang-
an pendidikan akan menghambat pembangunan ekonomi daerah. Ferreira &
Gignoux (2014) mengukur ketidaksetaraan pendidikan dari perspektif hasil pen-
didikan dan kesempatan pendidikan. Mereka menunjukkan bahwa ada ketim-
pangan pendidikan yang relatif tinggi di Eropa dan Amerika Latin, dan distribusi
sumber daya pendidikan yang tidak seimbang akan menghambat perkembangan
ekonomi regional.

Mayer (2010) menyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari keluarga
kaya bersekolah lebih lama daripada anak-anak dari keluarga miskin. Kemiskin-
an berdampak pada ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan
pangan, kesehatan, (Aurellia et al., 2023; Belantika et al., 2023; Hardinata et al.,
2023; Pribadi & Kartiasih, 2020) dan pendidikan. Kemiskinan merupakan banyak-
nya biaya yang dibutuhkan seorang anak untuk bersekolah, yang berdampak
pada kecenderungan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah untuk
putus sekolah. Kondisi ketimpangan tersebut menurut Todaro & Smith (2011)
merupakan akibat dari ketidakmerataan distribusi pendapatan. Wilayah dengan
tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi cenderung memiliki tingkat putus
sekolah yang tinggi (Kearney & Levine, 2016). Hal ini mengindikasikan bahwa
penurunan ketimpangan pendapatan akan berdampak pada penurunan ketim-
pangan capaian pendidikan. Penelitian mengenai ketimpangan pendidikan dan
pendapatan telah dilakukan oleh Coady & Dizioli (2018), Senadza (2012), dan
Yuniar & Yuniasih (2022) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif
yang kuat dan signifikan antara ketimpangan pendidikan dan pendapatan.

Selain itu, faktor lain yang memengaruhi ketimpangan pendidikan adalah
tingkat pengangguran. Perubahan tingkat pengangguran akan memengaruhi
stabilitas sosial dan membatasi output kegiatan ekonomi (Zhou et al., 2019). Peng-
angguran menghadapi lebih banyak kesulitan dalam membeli dan memperoleh
layanan internet sehingga akses internet mereka diperkirakan akan berkurang
dalam meningkatkan pendidikan (Korkmaz et al., 2022). Status pekerjaan orang
tua merupakan salah satu penyebab utama ketimpangan capaian pendidikan
(Maozhong & Hua, 2011). Pengangguran menyebabkan kesulitan ekonomi pa-
da rumah tangga (Asri et al., 2023; Sibagariang et al., 2023; Widiyasari et al.,
2023) sehingga orang tua memutuskan untuk berhenti menyekolahkan anak-
anak mereka (Baloch et al., 2017). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
makin tinggi tingkat pengangguran di suatu wilayah, makin timpang capaian
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pendidikan penduduknya. Pengangguran yang diukur dengan tingkat pengang-
guran dapat memengaruhi ketimpangan pendidikan secara positif dan signifikan
(Yuniar & Yuniasih, 2022).

2. Metodologi

Penelitian ini mencakup 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2021. Da-
ta yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh
dari Badan Pusat Statistik (BPS), baik berupa publikasi maupun raw data Survei
Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari tahun 2015 hingga 2021.

Ketimpangan pendidikan sebagai variabel terikat, merepresentasikan ketim-
pangan distribusi sumber daya pendidikan di berbagai daerah. Dalam pengukur-
an ketimpangan pendidikan, ketimpangan hasil pendidikan dapat lebih meng-
ungkap karakteristik ketimpangan pendidikan di tingkat makro. Ketimpangan
pendidikan dihitung melalui Koefisien Gini Pendidikan (KGP) menggunakan
data proporsi penduduk berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan pen-
duduk usia 25 tahun ke atas yang diolah dari raw data Susenas dan data rata-rata
lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas yang diperoleh dari publikasi BPS.
Merujuk pada Zhang & Kanbur (2005) dan Billon et al. (2018), kami menggunakan
koefisien gini pencapaian pendidikan untuk mengukur ketimpangan pendidik-
an di 34 provinsi di Indonesia. Cara penghitungan ketimpangan pendidikan
ditunjukkan pada persamaan (1):

EG =
1
µ

n∑
i=2

i−1∑
j=1

pi|yi − y j|p j (1)

dengan EG mewakili koefisien gini pencapaian pendidikan yang mengukur
ketimpangan pendidikan; µmewakili rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun
ke atas; pi dan p j mewakili proporsi penduduk 25 tahun ke atas menurut kategori
capaian pendidikan terakhir yang ditamatkan (pi ̸= p j), yi, dan y j merupakan
lama sekolah menurut kategori capaian pendidikan terakhir yang ditamatkan
(yi ̸= y j); serta n merupakan jumlah kategori pendidikan terakhir yang ditamat-
kan sebanyak enam kategori dipilih dalam penelitian ini, yaitu tidak sekolah,
pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas,
dan pendidikan tinggi.

Thomas et al. (2001) menggunakan koefisien gini pendidikan sebagai ukuran
yang dapat menggambarkan ketimpangan pendidikan dengan pendekatan dari
capaian sekolah. Nilai koefisien gini pendidikan berkisar dari 0 sampai 1. Ma-
kin nilainya mendekati 1, makin timpang kondisi pendidikan di suatu daerah,
sedangkan makin nilainya mendekati 0, menandakan kondisi pendidikan di de-
rah tersebut makin merata. Rahayu (2005) telah membagi kriteria ketimpangan
pendidikan berdasarkan nilai KGP menjadi lima kategori, yaitu:
1. EG<0.2 : ketimpangan sangat rendah
2. 0,2≤EG≤0,35: ketimpangan rendah
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3. 0,35<EG≤0,49: ketimpangan sedang
4. 0,49<EG≤0,7: ketimpangan tinggi
5. EG>0,7 : ketimpangan sangat tinggi

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai variabel independen, me-
representasikan perkembangan teknologi informasi dan ketersediaan sumber da-
ya informasi. Untuk lebih memahami perkembangan TIK di tingkat makro, perlu
mempertimbangkan indikator dalam dimensi yang berbeda, sehingga mening-
katkan keandalan dan kegunaan metode pengukuran. Indeks Pembangunan TIK
dapat mengungkapkan perkembangan teknologi informasi di berbagai wilayah
dari berbagai dimensi, yaitu akses TIK, penggunaan TIK, dan keterampilan TIK.
Nilai ICT Development Index berkisar dari 0 hingga 10, dimana 0 menunjukkan
tingkat minimum pengembangan TIK dan 10 menunjukkan tingkat maksimum
pengembangan TIK. Variabel penyusun IP-TIK digunakan dalam penelitian ini
untuk menunjukkan pengaruhnya masing-masing terhadap ketimpangan pen-
didikan, yaitu persentase rumah tangga yang memiliki/menguasai komputer,
persentase rumah tangga yang memiliki/menguasai telepon tetap kabel, persen-
tase rumah tangga yang memiliki/menguasai telepon seluler, dan persentase
rumah tangga yang mengakses internet.

Infrastruktur transportasi sebagai variabel bebas merepresentasikan perkem-
bangan jaringan transportasi wilayah dan aksesibilitas antar kota. Oleh karena
itu, kami mengukur variabel infrastruktur transportasi dengan menggunakan
tingkat aksesibilitas jalan yang dihitung dengan rasio panjang jalan terhadap
luas wilayah. Disamping itu, variabel independen untuk penelitian ini antara
lain: gini rasio, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mendapatkan hubungan antara TIK, infrastruktur transportasi, dan
ketimpangan pendidikan, model data panel digunakan untuk menganalisis
hubungan ini.

EGi,t = c + α1Fix_Telpi,t + α2Compi,t + α3Mob_Phonei,t + α4Interneti,t

+α5Transi,t + α6Ginii,t + α7Unempi,t + α8Growthi,t + εi,t (2)

Persamaan (2) merupakan model dasar dari tulisan ini. EGi,t menunjukkan
ketimpangan pendidikan provinsi i pada tahun ke-t; Fix_Telpi,t menunjukkan
persentase rumah tangga yang memiliki/menguasai telepon tetap kabel provinsi
i pada tahun ke-t; Compi,t menunjukkan persentase rumah tangga yang memili-
ki/menguasai ckomputer provinsi i pada tahun ke-t; Mob_Phonei,t menunjukkan
persentase rumah tangga yang memiliki/menguasai telepon seluler, provinsi i
pada tahun ke-t; Interneti,t menunjukkan persentase rumah tangga yang mengak-
ses internet provinsi i pada tahun ke-t; Transi,t menunjukkan tingkat aksesibilitas
jalan provinsi i pada tahun t; Ginii,t menunjukkan gini rasio provinsi i pada tahun
ke-t; Unempi,t menunjukkan tingkat pengangguran provinsi i pada tahun ke-t;
Growthi,t menunjukkan pertumbuhan ekonomi provinsi i pada tahun ke-t; dan
εi,t adalah error term.

Pembentukan model terpilih antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effect
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Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) dilakukan beberapa tahapan pe-
ngujian. Uji Chow digunakan untuk melihat model terbaik antara CEM dan FEM,
uji Hausman untuk melihat model terbaik antara FEM dan REM, sedangkan uji
Breusch Pagan-Lagrange Multiplier (BP-LM) untuk melihat model terbaik antara
REM dan CEM (Baltagi, 2005). Setelah melakukan pemilihan model, dilanjutkan
dengan pengujian struktur matriks varians-kovarians residual menggunakan uji
Lagrange Multiplier (LM) dan uji Lamda LM untuk menentukan metode estimasi
dari model terpilih. Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik. Jika metode
estimasi OLS, maka asumsi normalitas, homoskedastis, nonautokorelasi, dan
nonmultikolinieritas harus terpenuhi. Sementara, jika metode estimasi terpilih
GLS/FGLS hanya memerlukan pengujian normalitas yang menggunakan Jarque-
Bera dan multikolinearitas menggunakan matriks korelasi (Gujarati & Porter,
2008). Selanjutnya, dilakukan uji kelayakan model yaitu dengan melihat koefisien
determinasi, pengujian simultan, dan pengujian secara parsial.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Umum Ketimpangan Pendidikan di Indonesia
Gini pendidikan menunjukkan bagaimana ketimpangan pendidikan di Indonesia
telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu selama periode 2015 hingga
2021. Gini pendidikan nasional memiliki kecenderungan menurun dalam kurun
waktu 7 tahun terakhir. Hal Iini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Thomas et al. (2001) bahwa, ketimpangan pendidikan yang diukur dengan Koefi-
sien Gini Pendidikan (KGP) telah menurun di sebagian besar negara meskipun
secara perlahan.

Gambar 3: Sebaran KGP Provinsi di Indonesia
Sumber: BPS (2021), diolah

Secara umum, nilai gini pendidikan di Indonesia termasuk ke dalam kategori
ketimpangan yang rendah pada tahun 2015 hingga 2021. Hanya Provinsi DKI
Jakarta yang termasuk ke dalam ketimpangan sangat rendah, baik pada tahun
2015 maupun tahun 2021. Pada tahun 2015 terdapat beberapa provinsi yang
termasuk ke dalam kategori ketimpangan sedang atau provinsi dengan nilai gini
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pendidikan sebesar 0,36 hingga 0,5, yaitu Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat,
Papua Barat, dan Papua. Sementara Papua merupakan satu-satunya provinsi
dengan kategori ketimpangan pendidikan sedang pada tahun 2021, yaitu sebesar
0,4396. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan di Indonesia, baik
secara nasional maupun di setiap provinsi mengalami penurunan dari waktu ke
waktu.

Dalam analisis empiris ini, kami menggunakan data dari 34 provinsi di
Indonesia untuk mengeksplorasi dampak TIK dan infrastruktur transportasi
terhadap ketimpangan pendidikan. Analisis statistik deskriptif perlu dilaku-
kan untuk menunjukkan karakteristik semua variabel. Hasil statistik deskriptif
ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 1: Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variables Obeservations Mean Median Maximum Minimum Standard
Deviations

Edu_Ineq 238 0.2832 0.2734 0.4923 0.1659 0.0491
Fix_Telp 238 20.307 12.200 183.600 0.0000 24.194
Comp 238 203.004 192.000 369.500 96.100 59.767
Mob_Phone 238 892.023 907.150 984.000 472.700 75.458
Internet 238 381.134 367.550 855.500 89.800 162.440
Trans 238 0.5650 0.2700 101.339 0.0264 14.088
Gini 238 0.3564 0.3555 0.4410 0.2560 0.0383
Unemp 238 53.018 49.300 109.500 14.000 18.834
Growth 238 42.234 50.750 217.600 -157.400 37.823

Di antara variabel-variabel yang berbeda, standar deviasi ketimpangan pen-
didikan (0,0491) rendah menunjukkan bahwa terdapat sedikit perbedaan ketim-
pangan pendidikan antar daerah. Selain itu, ketimpangan pendidikan minimum
(0,2734) mendekati rata-rata (0,2832), sedangkan maksimum (0,4923) hampir dua
kali lipat dari rata-rata (0,2832), menunjukkan bahwa distribusi sumber daya
pendidikan yang tidak seimbang di beberapa daerah telah terjadi sangat serius.
Kisaran antara minimum (5,0800) dan maksimum (9,2500) indikator TIK seperti
telepon tetap kabel, komputer, dan internet cukup besar, menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan yang jelas dalam ketersediaan sumber daya informasi antara
daerah yang berbeda, yang akan mendorong pemerataan sumber daya pendidik-
an. Standar deviasi infrastruktur transportasi (1,4088) rendah, namun rentang
antara nilai minimum (0,2700) dan nilai maksimum (10,9500) sangat besar, yang
menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi terkonsentrasi di
sebagian provinsi. Terlihat bahwa standar deviasi persentase rumah tangga yang
menggunakan internet dan persentase rumah tangga yang memiliki/menguasai
telepon seluler lebih tinggi dibandingkan variabel lainnya. Selain itu, standar
deviasi gini rasio yang lebih rendah dari variabel lainnya mencerminkan upaya
pemerintah daerah dalam stabilitas sosial.

Secara rata-rata, seluruh Pulau di Indonesia berada pada kategori ketim-
pangan pendidikan yang rendah. Ketimpangan pendidikan yang paling rendah
diduduki oleh Pulau Sumatra sebesar 0.26. Di sisi lain, rata-rata persentase ru-
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mah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler di Pulau Sumatra
menduduki urutan terbanyak kedua, yaitu sebesar 92,05%. Sedangkan, rata-rata
persentase rumah tangga yang memiliki atau menguasai komputer dan telepon
tetap kabel, Pulau Sumatra berada pada urutan terendah ketiga. Selain itu, Pulau
Sumatra juga memiliki nilai gini rasio terendah jika dibandingkan pulau lainnya.

Pulau Jawa sebagai pulau dengan ketimpangan pendidikan terendah kedua
setelah Pulau Sumatra memiliki rata-rata persentase rumah tangga yang memiliki
atau menguasai telepon tetap kabel, akses internet, tingkat aksesibilitas jalan, gini
rasio, dan tingkat pengangguran tertinggi di antara pulau lainnya. Sama halnya
dengan gini pendidikan, tingkat kemiskinan Pulau Jawa juga menduduki urutan
terendah kedua setelah Pulau Kalimantan. Rata-rata kepemilikan komputer di
Pulau Jawa berada pada urutan terbanyak kedua, yaitu sebesar 23.62 persen.
Sedangkan rata-rata kepemilikan telepon seluler Pulau Jawa menduduki urutan
tertinggi ketiga setelah Pulau Kalimantan dan Sumatra.

Tabel 2: Karakteristik Variabel Menurut Pulau

Variabel Pulau
Suma-
tra

Pulau
Jawa

Pulau Bali
dan Nusa
Tenggara

Pulau
Kali-
mantan

Pulau
Sulawe-
si

Pulau Pa-
pua dan
Maluku

Gini pendidikan 0.26 0.27 0.33 0.28 0.29 0.32
Persentase rumah tangga yang
memiliki/menguasai komputer

18.87 23.62 17.50 23.88 19.20 18.16

Persentase rumah tangga yang
memiliki/menguasai telepon te-
tap kabel

1.51 4.80 2.21 1.85 0.95 0.85

Persentase rumah tangga yang
memiliki/menguasai telepon se-
luler,

92.05 90.14 86.31 93.01 89.68 77.36

Persentase rumah tangga yang
mengakses internet

37.54 48.38 33.98 42.11 34.56 27.58

Tingkat aksesibilitas jalan 0.28 2.00 0.57 0.09 0.30 0.09
Gini rasio 0.33 0.40 0.36 0.33 0.38 0.36
Tingkat pengangguran 5.53 6.49 3.37 5.20 4.48 5.78
Pertumbuhan ekonomi 3.45 4.15 3.52 3.54 6.06 4.87

Rata-rata gini pendidikan paling tinggi diduduki oleh Pulau Bali dan Nusa
Tenggara sebesar 0.33 dan diikuti oleh Provinsi Papua dan Maluku sebesar 0.32.
Pulau Bali dan Nusa Tenggara memiliki rata-rata persentase rumah tangga yang
memiliki atau menguasai komputer terendah, diikuti oleh Pulau Papua dan
Maluku. Sementara, Pulau Papua dan Maluku memiliki rata-rata kepemilikan te-
lepon seluler, dan akses internet terendah yang kemudian diikuti juga oleh Pulau
Bali dan Nusa Tenggara. Rata-rata kepemilikan telepon tetap kabel Pulau Bali
dan Nusa Tenggara menduduki posisi tertinggi kedua setelah Pulau Jawa, yaitu
sebesar 2.21%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Bali dan Nusa Tenggara
menduduki urutan terendah setelah Pulau Sumatra sebesar 3.52 persen. Pulau
Papua dan Maluku memiliki tingkat pengangguran tertinggi kedua, sedangkan
Pulau Bali dan Nusa Tenggara justru memiliki rata-rata tingkat pengangguran
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paling rendah dibandingkan pulau lainnya. Pulau Papua dan Maluku memiliki
rata-rata tingkat aksesibilitas jalan terendah dibanding pulau lainnya.

Makin tinggi nilai kepemilikan telepon seluler, akses internet, atau tingkat
aksesibilitas jalan, maka makin rendah nilai gini pendidikan. Hal ini menunjuk-
kan bahwa terdapat korelasi negatif antara variabel independent tersebut dengan
ketimpangan pendidikan sehingga dengan meningkatkan nilai variabel inde-
penden tersebut akan menurunkan ketimpangan pendidikan di suatu wilayah.
Di sisi lain, makin tinggi persentase kepemilikan komputer, telepon tetap kabel,
gini rasio, atau tingkat pengangguran maka akan makin tinggi pula nilai gini
Pendidikan, artinya terdapat korelasi positif antara variabel independen terse-
but dengan ketimpangan pendidikan. Makin tinggi nilai variabel independen
tersebut, maka akan meningkatkan ketimpangan pendidikan.

3.2. Pengaruh Infrastruktur Transportasi serta Teknologi Informa-
si dan Komunikasi (TIK) terhadap Ketimpangan Pendidikan
di Indonesia

Untuk mengatasi ketimpangan distribusi sumber daya pendidikan, kami me-
milih data dari 34 provinsi di Indonesia untuk melakukan analisis empiris ke-
timpangan pendidikan. Untuk menganalisis dampak teknologi informasi dan
jaringan transportasi, dan model empiris dibangun oleh Formula (2) untuk meng-
eksplorasi hubungan antara TIK, infrastruktur transportasi, dan ketimpangan
pendidikan. Hasil estimasi parameter ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3: Hasil Estimasi Parameter

Variabel dependen Koefisien Std. Error t-Statistics
C 0,3035 0,0275 11,0449***
Fix_Telp 0,0032 0,0008 4,1196***
Comp 0,0014 0,0005 2,8419***
Mob_Phone -0,001 0,0003 -3,3428***
Internet -0,0002 0,0001 -2,5812**
Trans -0,0099 0,0042 -2,3608**
Gini 0,0686 0,0282 2,4331**
Unemp 0,0016 0,0007 2,3855**
Growth 0,0001 0,0003 0,5187
Ringkasan Statistik
R-squared 0,9776 F-statistic 208,9155
Adjusted R-squared 0,973 Prob (F-Stat) 0

Sumber: Hasil olahan
Note: Figures in parentheses are the t statistics of estimated

coefficients; ***, **, * represent the significance at the levels
of 1%, 5%, 10% respectively.

Dapat diketahui bahwa telepon seluler, internet, dan infrastruktur transporta-
si berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendidikan. Kesimpulan tersebut
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Billon et al. (2021), Dreesen et al.
(2020), Favara et al. (2022), dan Korkmaz et al. (2022), yaitu peningkatan akses
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dan difusi TIK akan mengurangi ketimpangan pendidikan. Hasil mengungkap-
kan bahwa TIK dapat membatasi ketersediaan informasi pendidikan, sehingga
mendorong distribusi sumber daya pendidikan yang tidak merata.

Kepemilikan telepon tetap kabel yang digambarkan dengan persentase rumah
tangga yang memiliki/menguasai telepon tetap kabel dan kepemilikan komputer
yang digambarkan dengan persentase rumah tangga yang memiliki/menguasai
komputer berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendidikan.
Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Angus et al. (2004),
Bornman (2016), dan Zhou et al. (2019) yaitu keterjangkauan teknologi informa-
si dapat memperlebar kesenjangan antara pengguna dalam proses perolehan
sumber daya, situasi ini dapat mendorong ketimpangan hasil pendidikan. Ke-
pemilikan telepon tetap kabel dan komputer di Indonesia juga masih terdapat
ketimpangan yang tinggi (Kartiasih et al., 2023a,b,c) sehingga belum mampu
menurunkan ketimpangan pendidikan.

Sementara itu, infrastruktur transportasi akan memberikan lebih banyak ke-
sempatan pendidikan bagi kelompok sosial sambil mengurangi ketimpangan
yang meningkat di bidang pendidikan. Pengembangan jaringan transportasi dan
pertumbuhan investasi transportasi akan memperkuat dampak prasarana trans-
portasi dalam mengurangi ketimpangan distribusi sumber daya pendidikan.

Hasil estimasi dapat diringkas sebagai berikut; tingkat pengangguran ber-
dampak positif pada ketimpangan pendidikan, yang berarti bahwa makin tinggi
tingkat pengangguran suatu negara, makin tinggi ketimpangan pendidikannya.
Hal ini karena pengangguran menyebabkan kesulitan ekonomi pada rumah tang-
ga sehingga orang tua memutuskan untuk berhenti menyekolahkan anak-anak
mereka. Demikian pula, indeks gini, yang menunjukkan ketimpangan pendapat-
an, berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendidikan karena efeknya yang
mendistorsi distribusi pendapatan.

4. Kesimpulan

Pencapaian pendidikan adalah elemen dasar dari modal manusia, sedangkan
distribusi sumber daya pendidikan yang tidak seimbang dapat menyebabkan
masalah ketimpangan pendidikan. Pada saat yang sama, ketimpangan pendidik-
an telah menghambat perkembangan pendidikan, dan ketimpangan semacam
ini secara langsung memengaruhi perkembangan ekonomi daerah. Di negara-
negara berkembang, regulator pemerintah telah mencoba untuk meningkatkan
struktur industri dari padat karya menjadi padat teknologi, tetapi strategi pemba-
ngunan berkelanjutan ini dibatasi oleh ketidaksetaraan pendidikan. Mengingat
sulitnya transformasi industri, banyak negara masih bergantung pada industri
padat karya, sementara kapasitas manusia berjuang untuk mengimbangi per-
kembangan teknologi produksi. Pasar tenaga kerja merupakan faktor penting
dalam meningkatkan output kegiatan ekonomi.

Mengurangi masalah ketimpangan pendidikan membutuhkan waktu yang
cukup lama, dan perlu mempertimbangkan banyak faktor dari dimensi yang
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berbeda. Berdasarkan sampel 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2015 hingga
2021, kami membuat model data panel untuk menganalisis hubungan antara
TIK, infrastruktur transportasi, dan ketimpangan pendidikan. Hasil empiris
menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan di Indonesia telah mengalami
perubahan dari waktu ke waktu selama periode 2015 hingga 2021. Ketimpangan
pendidikan Indonesia memiliki kecenderungan menurun dalam kurun waktu
7 tahun terakhir dan dipengaruhi secara signifikan oleh telepon tetap kabel,
komputer, telepon seluler, internet, dan infrastruktur transportasi.

Dikombinasikan dengan karakteristik perkembangan ekonomi di Indonesia,
TIK dapat memberikan layanan informasi yang nyaman bagi pengguna, tetapi
layanan tersebut membatasi efisiensi perolehan sumber daya informasi untuk be-
berapa pengguna. Keterjangkauan teknologi informasi memperlebar kesenjangan
antara pengguna dalam hal perolehan informasi, yang mengurangi keumuman
dan ketersediaan sumber daya pendidikan. Di samping itu, infrastruktur trans-
portasi dapat secara efektif memperpendek jarak antar kota dan mengurangi
pembatasan geografis pada kesempatan pendidikan.

Pengaruh infrastruktur transportasi terhadap ketimpangan pendidikan akan
meningkat seiring dengan pertumbuhan investasi dalam sektor transportasi,
yang mencerminkan peran penting jaringan transportasi dalam alokasi sum-
ber daya. sedangkan pengembangan jaringan transportasi sebagian besar dapat
mengatasi masalah ini. Peran TIK dan infrastruktur transportasi di bidang pendi-
dikan makin diperkuat, yang menunjukkan bahwa kebijakan reformasi dapat
meningkatkan hubungan antara teknologi informasi, jaringan transportasi, dan
sumber daya pendidikan. Kebijakan peningkatan akses internet sangat penting
untuk mengembangkan penurunan ketimpangan pendidikan di suatu negara. Pi-
hak berwenang harus merancang kebijakan publik dengan mempertimbangkan
tidak hanya penawaran dan permintaan Teknologi Informasi dan Komunika-
si (TIK), tetapi juga perannya dalam ketidaksetaraan pendidikan. Kebijakan
untuk meningkatkan akses dan difusi Iinternet akan membantu mengurangi
kesenjangan pendidikan.
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